BAB1
PROSES PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL
DUNIA TANPA ADANYA BERITA ACARA (STUDI KASUS KABUPATEN
KAMPAR)
A. Latar Belakang
Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan untuk
membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang

diharuskan_olech Peraj.lﬁﬁ"gﬁlgﬁrﬁslrﬂﬁga &néatau yang dikehendaki oleh

peraturan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik,

an tugas dan jabatannya
yang terkait dengan segala

didalam akta-akta.

Ketentuan 1) jo Pasal 15 ayat

(1) Undang- tas Undang-Undang
. _

Nomor 30 Tahun 20 dang Jabatan Notaris berbunyi:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-
Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
dinyatakan dalam akta autentik menjamin Kkepastian tanggal akta,
memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang
pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat
lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”

Notaris juga mempunyai kewajiban untuk menyimpan minuta akta sebagai

bagian dari protokol Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf



b Undang-Undang Jabatan Notaris.! Dalam masa pensiun, seorang tidak lagi
bekerja dan telah berakhir hak dan kewajibannya terhadap bidang profesi yang
ditekuninya. Pengertian pensiun dalam kaitannya dengan Notaris adalah seorang
yang berprofesi sebagai Notaris telah berakhir masa jabatannya sebagai pejabat
umum yang berwenang. Apabila Notaris telah meninggal dunia, maka ahli waris
wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam kurun
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, kewajiban ahli waris lainnya juga termasuk

kepada menyerahkan WW@R §1|0’tﬁ@ Aszaﬁlg §)r0t0k01 tersebut merupakan

dokumen dan arsip negara yang wajib dijaga. 2

|

mempertimbangkan Kesehatan ;ang bers’éngkutan bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar 1945.
Protokol Notaris harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan

proses pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani

! Soesanto, R, Tugas, Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita,
Jakarta, 1982, hlm. 56.

2 Budiono, Herlien, Dasar Teknik Pembuan Akta Notaris, Citra Aditya Bakti, Bandung,
2013 hlm. 14.



oleh yang menyerahkan dan menerima protokol Notaris tersebut. Hal tersebut
berdasarkan Pasal 63 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris yang
berbunyi :

(1) Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan
paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan
Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang
menerima Protokol Notaris

(2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a,
penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada
Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Protokol No,tarjm%i'ib RSE}\.NAtSlaA MM dengan baik oleh Notaris yang
v - v

bersangkutan maupun Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama

terdiri dari;

1.

2

3 an yang disahkan dan
carisasi)-( Pasal 58 ayat (1)

4 kukan (Warmeking)-

5 tidak diterimanya surat

6.

7.

Vv,

U110 dl d 1211d 5 {
A ntuk . surath dib h tanga

'asi')“—(Pasal 59 ayat (1)

UUJIN). - e A ~
bkan oleh Udang-Undang Jabatan Notaris

9. Daftar surat lain yang diwaji
(Pasal 58 ayat (1) UUJN).
Protokol Notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris

merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh

Notaris karena merupakan alah bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian

8 Habib Adjie, Hukum Notaris Tafsir Telematik Terhadap UU no 30 Tahun 2004 Tentang
Jabatan Notaris, Refika Aditama, Surabaya, 2014 hlm. 49.



hari terjadi permasalahan diatantara para pihak dalam suatu akta.* Protokol Notaris
merupakan dokumen negara yang salah satu fungsinya dapat berlaku atau
digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan. Dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris Pasal (1) ayat 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris
adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan
dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undang.
Terkait posisi protokol Notaris apabila seorang Notaris meninggal dunia diatur

dalam UUJN Pemhahjwqgsﬁlﬁliﬁe (QN@A L‘&)§lam hal terjadi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal'62 huruf a (meninggal dunia); penyerahan protokol Notaris

dilakukan oleh ahli waris Notagi lain yang ditunjuk oleh Majelis
Pengawas Daerah (MPD)

ang lalai ataupun tidak

KEDJAJA &y

1“waris w g g‘hirf\nperoleh hak, kecuali
| ¢ -

ditentukan lain oleh perUndang—UndangEn, karena penyerahan protokol belum

langsung pada akta bz

)

dilakukan oleh ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain

oleh peraturan perUndang-Undangan, karena penyerahan protokol belum dilakukan

4 Soegondo Notodisierjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Cetakan Kedua,
Raja Grafindo, Jakarta, 1993, hlm. 98.



oleh alhi waris Notaris. Dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris

menyebutkan bahwa:

“Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung
jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah
diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpanan Protokol Notaris”.

Ketentuan Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab
terhadap setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan
kepada pihak yang menyimpan protokol Notaris. Dengan kata lain seorang Notaris

tetap bertanggung ja\jﬁnérgﬁc&b.Al&aArN@ Amagnya meskipun masa jabatan

Notaris tersebut telah berakhir. Suatu akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian

yang sebagai claskan de C ) Udang-Undang

Jabatan Notaris ba . “Akta Not S uat dan terpenuh,

coagardid Ou i
N
am_ 3 taris _hartis_ dite kecuali pihak yang

h a smar’as'r%lemuaskan dihadapan
| ;

. -
sidang pengadilan”. Jika kemudian akta tersebut dibatalkan oleh pengadilan atau

berkepentingan dapat me

hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, dengan
sendirinya akta tersebut telah kehilangan otentisitasnya.

Kedudukan akta Notaris tersebut merupakan nilai dari sebuah pembuktian
yang tidak dapat dituntut ganti rugi dalam bentuk apapun. Tuntutan kepada Notaris

akan timbul dalam mana terdapat hubungan sebab akibat antara kelalaian atau



pelanggran dan kerugian yang diderita para pihak serta adanya pihak Notaris yang
bersangkutan dengan kesalahan atau kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan
kepadanya.® Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UUJN disebutkan bahwa Notaris bisa
berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia. Apabila
Notaris meninggal dunia ada kewajiban-kewajiban para ahli waris Notaris atau
keluarga dari Notaris yang wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas

Daerah bahwasanya Notaris tersebut telah meniggal dunia sebagaimana tertuang

dalam Pasal 35 UUJN. Kﬂ;@lBR Wﬂ@tﬁﬁ@t&)ﬁﬁunyl sebagi berikut:®

(1) Apabila Notarls menlnggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah
dalam garis keturunanemsemenda sampai derajat kedua wajib
memberitahukan kepa@aMajelis Péfigawas Daerah.

(2) Pemberitahuan sg 190t sud &y ayat (1) disampaikan dalam
waktu paling la 1 Ketja. 1

(3) Apabila Nota «‘ 3 ? menjalankan cuti, tugas
jabatan Nota 12 gganti sebagai Pejabat
Sementara Notagis pa ? uh) hari terhitung sejak
tanggal Notaris tCrsebut r .

(4) Pejabat sementara Notafis w ahkan Protokol Notaris dari Notaris
yang meniggal dunia kepad; is Pengawas Daerah paling lama 60
(enam puluh) hari terhitun goal Notarisaneninggal dunia.

(5) Pe entara Notaris s pada ayat (3) dan ayat

) day nbuat/Akfa-atas dan mempunyai Protokol

Ber . . 1 'wajib disampaikan

dalam waktup&l f‘g fujuh) hati kerjasefe Notar j‘eninggal dunia, maka
JANG?

protokol Notaris tersebt@t;@\kepada Notaris lain yang akan

menggantikannya berdasarkan ketentuan Pasal 62 hurut (a) UUJN. Penyerahan

protokol Notaris dalam hal Notaris meniggal dunia, dilakukan oleh keluarga atau

5 Habib Adjie, Saksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik,
Refika Aditama, Bandung, 2008, him.68.

® Undang-Undanh Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris



ahli waris Notaris yang akan disahkan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)
sebagaimana di dalam pasal 63 ayat (2) UUJN.

Pejabat sementara Notaris yang akan menerima Protokol Notaris yang telah
meniggal dunia adalah Notaris yang ditunjuk atau disahkan oleh Majelis Pengawas
Daerah (MPD) berdasarkan Pasal 70 UUJN. Penyerahan protokol terseburt
dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara
penyerahkan protokol Notaris sebagiaman Pasal 63 ayat (1) UUJN. Protokol

Notaris yang dipegajN ﬂleElelﬁﬁls AN@ ﬁlfa §neninggal dunia kemudian

diserahterimakan kepada Pejabat Sementara Notaris oleh ahli waris Notaris. Pejabat

Pasal 55 h\ AT1S dapi jabatannya dengan
hormat, kare ‘e ng 5" mmia”s Kemudian.dije as ebih rinci mengenai
»‘ - v
Notaris yang meningga 1 b
. - l
(1) Dalam hal Notaris berhenti kerena meninggal dunia dalam menjalankan
jabatan, Ahli Waris wajib memberitahukan secara manual atau
elektronik kepada MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia, untuk selanjutnya dalam
kesempatan pertama MPD melaporkan atau memberitahukan kepada
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
(2) Dalam hal Notaris Tidak memiliki Ahli Waris, pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh karyawan Notaris
atau rekan Notaris;
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan
melampirkan dokumen pendukung:



a. Fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang
telah dilegalisasi;dan/atau

b. Surat keterangan dari kerabat terdekat Notaris yang meninggal dunia
tidak mempunyai Ahli Waris’

Seperti halnya kasus yang penulis temukan di Kabupaten Kampar, seorang
Notaris yang meninggal dunia pada Senin tanggal 9 Oktober dan dikebumikan pada
Selasa 10 Oktober tahun 2023 atas nama Alm Hermansyah,SH.M.Kn. dengan
wilayah kerja di Kabupaten Kampar. Sebelum beliau wafat, beliau telah
memberikan amanah secara pribadi kepada rekan sejawat beliau yang bernama

Adefrizal,SH.,M.Kn W%:E\alsal}:a% skéjy m&gqa, berkantor di JIn. Teratai

Nomor 90, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota untuk mengambil

alih protokol Notaris yang se enjadi tanggung jawab beliau. Dengan
adanya amanah tersebut
berkas baik itu protoko dah 8 (delapan) bulan
semenjak meninggalnya Alm Hert

berita acara secara resmi.®

peralihan .\"“ ol Notari ah melalui N Q ngawas Daerah terlebih

dahulu, dengan jangka wa tlgyaﬁgvtdlahﬁifenm$ i UUJN, setelah itu MPD
NTox SANG>

menunjuk Notaris lain untuk menpe protokol Notaris tersebut. Berbeda halnya

dengan yang terjadi dilapangan. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk

menggali lebih dalam bagaimana prosedur terhadap penyerahan protokol Notaris,

" Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, Dan
Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

8 Hasil wawancara bersama Staff Kantor Notaris dan PPAT Adefrizal, S.H,.M.Kn , Jum’at
23 Desember 2024, Pada Pukul 14.30 WIB.



yang diawasi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupatem Kampar.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menganalisis
permasalahan Tesis dengan judul “Proses Peralihan Protokol Notaris Yang
Meninggal Dunia Tanpa Adanya Berita Acara (Studi Kasus Kabupaten

Kampar)”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dikemukakan maka
penulis merumuskan Wm&grlr{&ﬂlaqulm:kﬁl erikut:

1. Bagaimana Proses Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia

s : “eh
‘N> p 4
penelitian ini adalah: / |é\\\ JANC
= R -
1. Untuk mengkaji serta menganalisis proses peralihan protokol Notaris
yang meninggal dunia di Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui apa saja tantangan serta kendala dalam proses

peralihan protokol Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Kampar.



3. Untuk mengetahui bagaimana fungsi serta peran Majelis Pengawas
Daerah (MPD) terkait dengan proses peralihan protokol Notaris yang
meninggal dunia di Kabupaten Kampar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat
secara luas serta makin bertambah berkembangnya ilmu pengetahuan. Penelitian
tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang signifikan
damarani——{" NIVERSITAS ANDAL

1. Manfaat Teoritis —

dapat meng an da enerapkan ilmu hukum dan

telah diperoleh selama

u ; Qit?'rﬁenotariatan ini dapat
mengemban_gkan‘llmu per;getahilan didalam bidang ilmu hukum
dalam hal Notaris dan Protokol Notaris.

b. Diharapkan hasil penulisan hukum terkait kenotariatan ini dapat
dijadikan referensi bagi Masyarakat dalam melakukan perbuatan

hukum di bidang Kenotariatan.
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c. Diharapkan hasil penulisan hukum ini dapat dijadikan referensi pada
penulisan hukum atau peneltian selanjutnya.

d. Selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk
memperoleh informasi serta pengetahuan mengenai proses peralihan
protokol Notaris yang meninggal dunia.

E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, Penelitian

dengan topik “Proses j’ﬁﬁh?&ﬁﬁﬁ@(ﬁmﬁflggng Meninggal Dunia Tanpa

Adanya Berita Acara (Studi Kasus Kabupaten Kampar) dapat dikatakan tingkat

1. Mohamad Za

Kenotaritan S Islam Sultan Agung

Notaris belum diserahkan kepada Notaris lain atau penerima protokol
Notaris. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, Pertanggung jawaban
ahli waris dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia
yaitu; a. Memberitahukan hal kematian kepada Majelis Pengawas
Notaris (MPD) mengenai telah meninggalnya Notaris yang

bersangkutan maka pihak MPD kesulitan untuk mencari tahu siapa

11



sajakah ahli waris dari Notaris yang bersangkutan. b. ahli waris dari
Notaris yang meninggal dunia wajib menyerahkan Protokol Notaris
kepada Notaris Lain atau Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dengan
meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung
jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notarisyang bersangkutan
harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD)
melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang

protokol yejﬁ ﬁl?ﬁﬁﬁﬁ%%N D A LAS

2. Yofi Permana, Nim (1620123077), Program Magister Kenotariatan

1 Katena :kﬂrangnya pemahaman
|
dan kesadaran dari ahli waris ‘:éntang arti pentingnya Protokol Notaris
tersebut, dalam prakteknya penyerahan Protokol Notaris yang telah

meninggal dunia tersebut masih menyimpang terhadap peraturan yang

berlaku. Terlebih lagi minimnya edukasi dan sosialisasi dari Notaris itu

® Muhammad Zanuar, Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Ahli Waris Notaris dalam
Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia, Fakultas Hukum Universitas Islam Agung
Semarang, Semarang, 2023.

12



sendiri kepada ahli waris atau keluarganya mengenai tugas, wewenang
serta kewajiban dalam hal protokol Notaris, dalam hal ini MPD selaku
Lembaga pengawas Notaris dan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia
(INT) juga memiliki peranan terhadap pemberian pengetahuan dan
pemahaman terhadap Notaris serta ahli waris Notaris tentang arti

pentingnya protokol Notaris tersebut.'

3. Muhammad Amir Hibatullah, Nim 02022681923046) Program Studi

Magister afitan [Fakult Universitas Sriwijaya, Tahun
‘jﬁﬁﬂﬁl . -_hﬂb

2022. Dengan judul tesis “Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam

|
ketentuan perUndanngndangaﬁl. Adapun hambatan yang ditemui yakni

hambatan dari faktor subtansi hukum yang berkaitan dengan
pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk
mengatasi hambtan tersebut melalui upaya subtansi hukum dengan

melakukan sosialisasi hukum, wupaya struktur hukum dengan

0 Yofi Permana, Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia
dan Prateknya di Provinsi Sumatera Barat, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.
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meningkatkan pelaksanaan hukum tersebutn dan upaya budaya hukum
dengan memberikan penyuluhan hukum kepada Notaris dan ahli
waris. !

Dapat dilihat dari beberapa penelitian yang penulis paparkan diatas, secara
subtansi jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, Muhammad Zanuar
Soniaji, Yofi Permana dan Muhammad Amir Hubatullah memiliki judul serta kasus
yang berbeda dengan hal yang penulis teliti, walaupun terdapat satu kesamaan yaitu

mengenai penyerahan okal Notar telah meninggal dunia. Akan tetapi
RS S &

penulis lebih menfokuskan mengenai bagaimana proses peralihan protokol Notaris

u bagie @mri teori konsepsi

a ,glaﬁAabstrak menjadi suatu

yang konkrit yang disebut deﬁgan Ope;ational Definition.*” Konsep berasal dari

bahasa Latin, conceptus yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses

11 Muhammad Ali Hibatullah, Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyerahan
Protokol Notaris Setelah Notaris Meninggal Dunia, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
Palembang, 2022.

12 Rusdi Malik,Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia, Universitas Trisakti, Jakarta,
2002, hlm. 15.
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berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.*Kerangka
konseptual diharapkan akan memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi
mengenai variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual
memberikan petunjuk kepada peneliti didalam merumuskan masalah penelitian,
Peneliti akan menggunakan kerangka konseptual yang telah disusun untuk
menentukan pertanyaan-pertanyaan mana yang harus dijawab oleh penelitian
dan bagaimana prosedur yuridis empiris yaitu:

fTUNVERSITAS ANDALAS

Notaris berasal dari kata “nota-literaria” yang berarti tanda

Awalnya jaba pal pejabat umum yang ditugaskan
oleh kekuasaan Umum A butuhan masyarakat akan alat

bukti otentik yang me epastian  hubungan hukum

[ d arakat. ‘Q
K1 DJA
a "n*a 1 Iun&éng—Undang Nomor 2

|
Tahun 2014 atas perugahan

.l"

darTUndang—Undang Nomor 30 Tahun 2004
Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menerangkan
bahwa “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat

akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud

13 Komaruddin dan Yooke Tjumparmah, Kamus Istilah Karya Tulis IImiah,Bumi Aksara,
Jakarta, 2000, hlm. 122.
14 G.H.S Lumban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 41.
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dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”
Definisi tersebut menegaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum
(Openbare Ambtenaren), Notaris bukanlah pegawai menurut Undang-
Undang kepegawaian negeri. Notaris juga tidak menerima gaji, bukan
bezoldigd staatsambt, tetapi menerimahonorarium sebagai penghargaan
atas jasa yang telah diberikan kepada Masyarakat.”® Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya diberikan wilayah jabatan yang yang

‘kewenang%iﬁlﬁlgﬁm satAN@\ArLsA (Sgewest) dalam daerah mana

tempat kedudukannya terletak sebagaimana yang tercantum dalam pasal

et ‘kQu Ka I\Fo'}aris, tapi Notaris juga
| -
dapat membuat akta Eengan da’fang ke Kota atau Kabupaten lain dalam
propinsi yang sama, dan pada akhir akta wajib dicantumkan Kota atau

Kabupaten akta dibuat dan diselesaikan.*®

b. Notaris yang Meninggal Dunia

15 Komar Andasasmita, Notaris, Sumur Bandung, Bandung, 1981, him. 1 .
16 Sjaiffurrachman, Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalamPembuatan
Akta, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm.1.
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Menurut Pasal 1 angka 2 UUJN yang dimaksud dengan Pejabat
Sementara Notaris adalah seorang yang sementara menjabat sebagai
Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia,
diberhentikan atau  diberhentikan sementara. Notaris dalam
menjalankan tugas jabatannya diberikan wewenang tertentu. Notaris
yang meninggal dunia berarti sudah tidak dapat menjalankan
kewenangan apapun, sehingga dengan demikian tidak dapat jabatan

Notaris yajﬂﬂsﬁﬂﬁgwg A&Blhuo,leh orang lain. Hal ini sama

artinya ‘dengan Notaris yang diberhentikan atau diberhentikan

b Y ol ‘ v‘
w% uk Sementara waktu tidak

mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas jabatan Notaris,
sehingga suatu hal yang sangat tidak logis orang yang sudah tidak
mempunyai kewenangan meskipun untuk sementara waktu

kewenangannya dijalankan oleh orang lain atau dengan mengangkat

1" Philiphus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, Yogyakarta: Gadjah
Mada University Press, 2005, him. 82.
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Pejabat Sementara Notaris. Menurut Pasal 1 angka 3 UUJN yang
dimaksud dengan Notaris pengganti adalah seorang yang sementatara
diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti,
sakit, atau untuk semenara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai
Notaris. Notaris Pengganti sifatnya sementara saja, sehingga dapat
disebut menjalankan tugas jabatan Notaris dari Notaris yang sedang
cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatan

sebagai N(jtﬂﬁ:’ Eﬁﬁﬁ‘kﬁ MRu%uk menjaga kesinambungan

jabatan Notaris sepanjang kewenangan Notaris masih melekat pada

sehingga dari segi

merupakan batas bagi‘N otaris sudah t'idak dapat melakukan kewenangan
apapun. Batas umur atau karena alasan lain tersebut tidak berlaku untuk
Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti. Hal ini dikaitkan
dengan pengertian Pejabat Sementara Notaris sebagaimana Pasal 1

angka 2, Notaris Pengganti sebagaimana Pasal 1 angka 3 UUJN.
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c. Protokol Notaris

Dalam menjalankan tugas jabatannya salah satu kewajiban
Notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara
segala dokumen termasuk diantaranya akta dan berbagai dokumen
lainnya yang biasa dikenal dengan protokol Notaris. Menurut ketentuan
Pasal 1 ayat (13) UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris adalah
kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan

dan dipelihjlﬁ NWEASBAN Q A LAS

Sebagai sebuah arsip Negara, protokol Notaris harus taat pada

wa dalam berbagai bentuk
dan media sesuai dengan ; an teknologi informasi dan

lembaga negara,

sai ™y . ew > ﬁ[fg'sé dan bernegara (Pasal
1 angka 2 Undang—[ﬁjanlg }\Igmor ;13 Tahun 2009). Protokol Notaris
wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang
bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap

berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlakukan oleh

negara.

18 Habib Adjie, Kompilasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris dan PPAT (Kapita
Selekta Notaris & PPAT) (1), Indonesia Notary Community (INC), Surabaya, 2016, hlm. 340.
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2. Kerangka Teoritis

Di dalam teori hukum diakui bahwa sumber hukum mencakup tidak saja
perUndang-Undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, tetapi juga asas-asas
hukum. Peraturan yang ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang dalam bentuk
Perundangan-undangan, baik asas-asas hukum maupun aturan-aturan
mempunyai ciri serupa. Agar aturan hukum tidak sekedar termanisfestasikan
sebagai suatu aturan, aturan mengandaikan penafsiran, maka disini pentingnya

asas hukum sebagjlﬁﬁfbfﬁ Stlkﬂls ﬁ@mwl adalah kerangka pemikiran

atau butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu permasalahan yang dapat

. -
cara pembuatan akfa t% f\\\
a. Teori Pertanggungjawaban
Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab
hukum menyatakan bahwa, “seseorang bertanggung jawab secara hukum

atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi
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dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Selanjutnya Hans Kelsen
membagi tanggung jawab menjadi 4 (empat) bagian yang terdiri dari:

1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu
bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya
sendiri.

2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang
individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang

 JRIVERSFASANDA 4

£).} Peﬂaﬁggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti

4) yang  berarti  bahwa

anggaran yang dilakukannya

19

¢

alam dua bentuk

of being liable) dan

hx(?.JAJAl‘N
. l"f -
l >

istilah  hukum yang‘ luas dan menunjukkan makna yang paling

. Liabilitymerupakan

komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung
jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. Liability

didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban.

9Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Granedia Widiasarana
Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 73.
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Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability
menunjukkan pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat
akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365
KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang
pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan

terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

1) Adanya perbuatan

2 JVERSHAS DAL

3).-Adanya kerugian yang diderita

h ( ni berarti bahwa

1 hal perbuatan yang

EDJAJA &\

. =ch

b. Teori Perlindungaﬁ ukum

Mengenai teori perlindungan hukum, menurut Satjipto Raharjo,
perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak
asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu
diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmatisemua hak-hak yang

diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan
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perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,
melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk
mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik
untuk memperoleh keadilan sosial.?°

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan
hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif
dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk

mencegah tjrﬁﬂn?a %:ngéta“ﬁ mgbarahkan tindakan pemerintah

bersikap hati-hati dalam pengambilankeputusan berdasarkan diskresi,

persepsi. S¢ ely’ rai i ar karﬁl dalam makna yang
) (€

sebenarnya dalam iImu hukum': menarik pula untuk mengurai sedikit

mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan
istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum bisa berarti

perlindungan yang diberikann terhadap hukum agar tidak ditafsirkan

20 Satjipto Raharjo, /Imu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 55.
2 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya,
1978, him. 29.
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berbeda dan tidak cederaioleh aparat penegak hukum dan juga bisa
berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum
apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.

2) Jaminan kepastian hukum.

3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara.

4) Ajﬁwazﬁg{sﬁmékmalﬁwglak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum sangat erat- kaitannya dengan aspek

<

u C g ya 3
: m ﬁﬁ@ b: 4\5 gan maksud untuk

KEDJAJA &y
Wa
| -

batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

ne C8a Ci b‘em%an rambu-rambu atau

2) Perlindungan Hukum Represif.
Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir
berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang

diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu

22 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.38.
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pelanggaran.
c. Teori Kepastian Hukum
Kepastian merupakan suatu keadaan pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hukum dapat menjalankan
fungsinya karena bersifat adil dan dijalankan dengan pasti. Kepastian

hukum adafjaﬂ ﬁéEtRStFEA SraAN gmbsisa dijawab secara normatif

bukan sosiologis_.ZEMenurut Gustav Radbruch keadialan dan kepastian

manusia yang lain tanﬁa membedakan asal usul dari manapun ia berada.
Teori ini juga dapat digunakan untuk mengetgahui dengan tepat aturan
apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki pada hukum itu sendiri.

Selain itu, teori ini sangat menentukan eksistensi hukum sebagai

2 Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari:Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo,Yogyakarta, 2010, hlm. 9.

24 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko
Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82.

25



pedoman tingkah laku didalam masyarakat. Hukum itu harus
memberikan kepastian mengenai aturan hukum. Berdasarkan uraian
diatas, hukum memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan dari masing-
masing subjek hukum agar tidak bertentangan satu dengan yang lainnya.

G. Metode Penelitian
Metode penelitian terdiri dari dua kata yaitu kata metode dan kata
penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang

mengandung_arti_cara | e . Jonaedi Efendi mengemukakan
jNIVERSUIRTANDA|

bahwa metode merupakan i(égiatan ilmiah yang bekaitan dengan suatu cara kerja

akan dipakai untk menjawab per?nasalahaﬁ atau isu tertentu.?

Menurut Irwansyah, penelitian dapat dipahami sebagai rangkaian
penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga
merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi unuk menyelidiki masalah

tertentu yang memerlukan jawaban. Metode penelitian mengatur tahapan sebuah

% Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Alfabeta,
Bandung, 2017, hlm. 10
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penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara sistematis dalam melakukan
sebuah penelitian. Untuk mendapatkan data dan informasi yang konkret dalam
penelitian yang akan digunakan sebagai bahan dalam penulisan tesis ini, maka
metode yang penulis gunakan adalah:
1. Pendekatan Masalah dan Sifat Penelitian
a. Pendekatan Masalah
Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini

adalah metode NNJE WI’TA'SG Wﬁrgledi Efendi penelitian yuridis

empiris (sosiologis) merupakan penelitian yang memperoleh data langsung

dan masyarakat sebagai ma dengan melalui penelitian
lapangan, yang di . : pengamatan, wawancara maupun
kuesioner.

b. Sifat Penelitian

: PO v .

menurut 1im dan V% m 2 f'qndrﬁ‘i dan terakhir dengan
menyimpulkannya.?’

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses komunikasi dengan tujuan yang

% Ediwarman, Monograf Metodologi Peneleitian Hukum, Sofmedia, Medan, 2015, him.25
2 Irwan Sohartono, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian, Bidang
Kesejahteraan Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, him. 63
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serius dan telah ditentukan sebelumnya dan biasanya meliputi bertanya dan
menjawab pertanyaan. Untuk mendapatkan data primer, dilakukan
wawancara dengan responden. Wawancara ini adalah wawancara semi
terstruktur.
b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang
dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada, serta melalui data yang

tertulis. Dalarr:J ‘WI \‘mg @ﬁfﬁ(snm Rmfroleh literatur-literatur yang

berhubungan-dan berkaitan dengan- judul  dan permasalahan yang

dirumuskan.
3. Jenis dan Sumber
Berdasarkan beb

litian hukum, umumnya

data yang dikumpulkan adalah skunder. Jenis data yang

a.
ri sumber pertama
yang bahas dengan cara
KEDJAJA &'y
melakukan Wawa Lyaitu d 1 i&ngsung oleh peneliti,

terkait dengan penelitian?lntuk meﬁdapatkan dan mengumpulkan data yang
berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data ini diperoleh dengan
cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten

dibidangnya.

28 7ainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.
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b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari bahan-bahan
bacaan, penulis mendapatkan informasi mengenai penelitian ini dengan cara
membaca buku-buku, jurnal dan peraturan perUndang-Undangan yang
terkait dengan objek penelitian.?’Didalam data sekunder, dapat digolongkan
menjadi 3 (tiga) daya mengikatnya, yakni:

1) Bahan hukun primer yakni studi keputakaan terdiri dari dokumen-

dokumjﬁl\?ira% Eemﬁﬂugldangan yang berhubungan

dengan masalah yang dibahas, yaitu, Undang-Undang Dasar

Hukum dan ; ) 19 Tahun 2019 Tentang

Syarat dan Tata  C , Cuti, Perpindahan,
ansNotaris.

kum yang dapat

v : .
kum primer seperti

picosi-teori,dan ;"Lfga pendapat para ahli,
| -

bahan pustaka, “artikel }7ang terkait dan juga literatur yang

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti seperti buku-buku

mengenai Jabatan Notaris dan mengenai Majelis Pengawas Nottaris

baik Pusat hingga daerah.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan

2 Suratman dan Philip Dillah, Metode Penelitian Hukum, CV. Alfabet, Bandung, 2012,
him.15.
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penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekuder, yaitu
meliputi Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lainnya.
c. Sumber Data
Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdarkan sumbernya terdiri
dari:
1) Penelitian Kepustakaan (Library Research)
Data kepustakaan yang dlperoleh melalui penelitian kepustakaan

_yang berSjﬂtﬁf .(Rslp%aAlND Aﬂrglang -Undangan, buku-buku,

dokumen resmi, pubhka51 dan hasil penelitian dan mengkaji bahan-

Data primer dan sekunder yar yang telah dikumpulkan, diolah dengan

pengolahan data editing, yaitu dengan memeriksa dan merapikan data yang
telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan-catatan serta informasi
yang diperoleh dari hasil penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan

ringkasan atau poin inti dan mempermudah untuk melakukan analisa data.
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b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian
bersifat deskritif analisis, maka analisis data yang digunakan adalah Analisa
data secara pendekatakn kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.
Analisa secara deskriptif dengan hasil pengumpulan data primer dan
sekunder dijelaskan berdasarkan isi dan struktur hukum positif yang
dijadikan rujukan dalam menyelesaikan masalah hukum yang menjadi

Objekpeneh,tla‘T I\‘ RS' AQ ANDALAS

H. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini gambaran awal tentang
penelitian yang mel musan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitia , kerangka teoritis dan

konseptual, metode penelitian dan tika penelitian.

lotaris dan Protokol

§ Majelis Pengawas

EDJAJA A ,
Notaris. Pen" aSa ﬂﬁ “Peng awds Dacrah  beserta
kewenangannya terhadap protokol otaris yang meninggal dunia.
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini berisi dengan menguraikan hasil penelitian yang relevan

dengan permasalahan dan pembahasannya.

% Ibid, him. 177
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BAB IV : PENUTUP
Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan

dilanjutkan dengan saran-saran mengenai permasalahan yang ada.

i e
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